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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, merancang,
dan mengusulkan model optimalisasi alur kerja
dokumen administrasi di Kelurahan Sukodadi melalui
pendekatan Business Process Reengineering (BPR)
guna mengatasi permasalahan mendasar seperti waktu
pemrosesan yang lama, redundansi pekerjaan, dan
rendahnya transparansi layanan. Era transformasi digital
menuntut adaptasi sektor pemerintahan sebagai garda
terdepan pelayanan publik, menjadikan perbaikan
proses kerja fundamental sebagai kebutuhan mendesak
untuk peningkatan kinerja pegawai. Metode BPR
diterapkan secara fundamental dan radikal untuk
merancang ulang proses bisnis, dengan fokus pada
pemanfaatan teknologi informasi (T1) melalui prototipe
sistem berbasis website. Hasil perbandingan efisiensi
throughput menunjukkan bahwa rancangan baru
berbasis digital secara dramatis menurunkan waktu
layanan, mengeliminasi aktivitas non-nilai tambah, dan
mengurangi total aktivitas operasional dari 13 menjadi
7, yang secara langsung menekan biaya operasional dan
potensi human error. Penerapan solusi ini diharapkan
mampu  meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
akuntabilitas pelayanan administrasi serta memberikan
dampak positif yang terukur terhadap peningkatan
kinerja pegawai di Kelurahan Sukodadi.

Kata kunci: Business Process Reengineering (BPR), Sistem
Administrasi Kelurahan, Kinerja Pegawai

Abstract

This study aims to analyze, design, and propose an
optimization model for administrative document
workflow in Sukodadi Village through a Business
Process Reengineering (BPR) approach to address
fundamental issues such as long processing times,

redundant work, and low service transparency.
The era of digital transformation demands
adaptation of the government sector as the
frontline of public services, making fundamental
work process improvements an urgent need for
improving employee performance. The BPR
method is applied fundamentally and radically to
redesign business processes, with a focus on the
utilization of information technology (IT) through
a website-based system prototype. The results of
the throughput efficiency comparison show that the
new digital-based design dramatically reduces
service time, eliminates  non-value-added
activities, and reduces the total number of
operational activities from 13 to 7, which directly
reduces operational costs and the potential for
human error. The implementation of this solution
is expected to increase the effectiveness, efficiency,
and accountability of administrative services and
provide a measurable positive impact on
improving employee performance in Sukodadi
Village.

Keywords: Business Process Reengineering (BPR), Sistem
Administrasi Kelurahan, Kinerja Pegawai

I. PENDAHULUAN

Era transformasi digital menuntut adaptasi
cepat dari seluruh sektor, tidak terkecuali sektor
pemerintahan. Sebagai garda terdepan dalam
pelayanan publik, pemerintah pada tingkat
kelurahan memegang peranan krusial dalam
memberikan layanan yang cepat, tepat, dan
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transparan kepada masyarakat [1]. Tuntutan ini
mendorong aparatur pemerintah untuk terus
berinovasi dan memperbaiki proses kerja internal
agar lebih efisien dan efektif. Peningkatan kualitas
layanan publik seringkali berbanding lurus dengan
optimalisasi proses administrasi yang menjadi
tulang punggung operasional setiap instansi
pemerintah [2].

Kelurahan, sebagai unit pemerintahan terkecil
yang berinteraksi langsung dengan warga,
menghadapi tantangan unik dalam manajemen
administrasi. Alur kerja dokumen, mulai dari
penerimaan permohonan, pemrosesan, validasi,
hingga pengarsipan, merupakan aktivitas harian
yang sangat padat [3]. Tanpa sistem yang
terstruktur dan efisien, alur kerja ini rentan
mengalami  berbagai kendala seperti waktu
pemrosesan yang lama, redundansi pekerjaan,
risiko kehilangan dokumen, serta kesulitan dalam
pelacakan status permohonan [4]. Masalah-
masalah ini tidak hanya menghambat pelayanan
kepada masyarakat tetapi juga berdampak negatif
pada kinerja dan produktivitas pegawai.

Kinerja pegawai merupakan faktor penentu
keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai
tujuannya. Di lingkungan kelurahan, Kinerja
pegawai sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan
efisiensi alur kerja yang mereka jalankan setiap
hari [5]. Alur kerja yang rumit, berbelit-belit, dan
tidak terstandarisasi dapat menimbulkan frustrasi,
kelelahan kerja, dan penurunan motivasi, yang
pada akhirnya menurunkan kualitas output
pekerjaan mereka [6]. Oleh karena itu, perbaikan
pada proses kerja fundamental menjadi sebuah
kebutuhan  mendesak  untuk  menciptakan
lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong
peningkatan kinerja secara signifikan.

Untuk mengatasi permasalahan fundamental
dalam proses kerja, salah satu pendekatan yang
telah terbukti efektif adalah Business Process
Reengineering (BPR). BPR adalah suatu metode
pemikiran kembali secara fundamental dan
perancangan ulang proses bisnis secara radikal
untuk mencapai perbaikan dramatis dalam ukuran
kinerja kritis, seperti biaya, kualitas, layanan, dan
kecepatan [7]. BPR tidak hanya berfokus pada
perbaikan inkremental atau modifikasi kecil,
melainkan pada transformasi menyeluruh dengan
menantang asumsi-asumsi lama dan merancang

proses baru dari awal dengan memanfaatkan
teknologi informasi secara optimal [8].

Penerapan BPR di sektor publik bertujuan
untuk merampingkan birokrasi, meningkatkan
akuntabilitas, dan mengorientasikan kembali fokus
dari proses internal ke kepuasan pemangku
kepentingan, dalam hal ini adalah masyarakat [9].
Dengan merancang ulang alur kerja dokumen
administrasi, sebuah instansi pemerintah dapat
memotong langkah-langkah yang tidak perlu,
mengotomatisasi  tugas-tugas  repetitif, dan
mengintegrasikan sistem untuk memastikan aliran
informasi yang lancar. Hal ini secara langsung
dapat mengurangi beban kerja administratif
pegawai dan memungkinkan mereka untuk fokus
pada tugas-tugas yang lebih bernilai tambah [10].

Berbagai  penelitian  sebelumnya telah
menunjukkan dampak positif dari penerapan BPR
dalam konteks pelayanan publik. Sebuah studi oleh
Wibowo & Sutopo (2023) menunjukkan bahwa
perancangan ulang proses layanan perizinan di
sebuah dinas pemerintah daerah berhasil
memangkas waktu layanan hingga 50% dan
meningkatkan  kepuasan masyarakat secara
signifikan [11]. Penelitian lain oleh Rahman, et al.
(2022) menemukan bahwa implementasi BPR pada
alur kerja administrasi kependudukan mampu
mengurangi potensi kesalahan manusia (human
error) dan  meningkatkan  validitas  data
kependudukan [12]. Temuan ini mengindikasikan
bahwa BPR memiliki potensi besar untuk
diterapkan pada skala yang lebih mikro seperti
kelurahan.

Studi yang lebih spesifik mengenai hubungan
antara BPR dan Kkinerja pegawai juga telah
dilakukan. Misalnya, penelitian oleh Sari &
Nugroho (2024) membuktikan bahwa
penyederhanaan proses kerja melalui BPR
berkorelasi positif dengan peningkatan motivasi
dan produktivitas pegawai di sebuah lembaga
pemerintah [13]. Selain itu, Johnson & Lee (2022)
dalam studinya menyatakan bahwa alur kerja yang
terotomatisasi dan efisien pasca-BPR mengurangi
tingkat stres kerja dan meningkatkan kepuasan
kerja pegawai secara keseluruhan [14]. Hasil-hasil
penelitian ini  memperkuat argumen bahwa
optimalisasi proses bisnis merupakan intervensi
yang kuat untuk meningkatkan sumber daya
manusia di sektor publik.
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Meskipun demikian, penelitian yang secara
spesifik  mengkaji  penerapan BPR  untuk
optimalisasi alur kerja dokumen administrasi pada
level kelurahan di Indonesia, khususnya yang
menghubungkannya secara langsung dengan
peningkatan kinerja pegawai, masih sangat
terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada
instansi yang lebih besar seperti dinas atau
pemerintah kota [15, 16]. Adanya kesenjangan
penelitian ini menjadi latar belakang utama
dilakukannya kajian di Kelurahan Sukodadi, yang
berdasarkan pengamatan awal, masih menghadapi
tantangan dalam hal efisiensi waktu layanan dan
standardisasi alur kerja dokumen.

Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk
menganalisis, merancang, dan mengusulkan model
optimalisasi alur kerja dokumen administrasi di
Kelurahan  Sukodadi dengan menggunakan
pendekatan Business Process Reengineering.
Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk
merumuskan sebuah alur kerja baru yang lebih
efisien, terintegrasi, dan berbasis teknologi
sederhana yang pada akhirnya diharapkan dapat
memberikan dampak positif yang terukur terhadap
peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi model praktis bagi
kelurahan lain yang menghadapi permasalahan
serupa [17, 18, 19, 20].

1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual Pelayanan
Publik dan Transformasi Digital

Pertama, Pemerintahan  pada  tingkat
kelurahan memegang peranan krusial sebagai
garda terdepan dalam pelayanan publik, dituntut
untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan
transparan. Kualitas layanan publik berbanding
lurus dengan optimalisasi proses administrasi yang
menjadi tulang punggung operasional instansi
pemerintah. Namun, alur kerja dokumen harian
mulai dari penerimaan permohonan, pemrosesan,
validasi, hingga pengarsipan rentan mengalami
kendala seperti waktu pemrosesan yang lama,
redundansi, risiko kehilangan dokumen, serta
kesulitan pelacakan status. Permasalahan ini secara
langsung menghambat pelayanan dan berdampak
negatif pada kinerja serta produktivitas pegawai.
Kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh kejelasan
dan efisiensi alur kerja, di mana alur kerja yang
rumit dapat menimbulkan frustrasi, kelelahan, dan
penurunan motivasi.

B. Business Process Reengineering (BPR)
sebagai Solusi Fundamental

Untuk mengatasi permasalahan fundamental
dalam  proses kerja, Business  Process
Reengineering (BPR) merupakan pendekatan yang
terbukti efektif. BPR didefinisikan sebagai metode
pemikiran kembali secara fundamental dan
perancangan ulang proses bisnis secara radikal
untuk mencapai perbaikan dramatis dalam ukuran
kinerja kritis, seperti biaya, kualitas, layanan, dan
kecepatan. Berbeda dengan perbaikan inkremental,
BPR menantang asumsi lama dan merancang
proses baru dari awal dengan memanfaatkan
teknologi informasi secara optimal. Penerapan
BPR di sektor publik bertujuan untuk
merampingkan birokrasi, meningkatkan
akuntabilitas, dan mengorientasikan fokus dari
proses internal menuju kepuasan pemangku
kepentingan, yaitu masyarakat. Perancangan ulang
alur kerja melalui BPR dapat memotong langkah-
langkah yang tidak perlu, mengotomatisasi tugas
repetitif, dan mengintegrasikan sistem, sehingga
mengurangi beban kerja administratif pegawai dan
memungkinkan mereka fokus pada tugas bernilai
tambah.

I11. METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  menerapkan pendekatan
Business Process Reengineering (BPR) untuk
mengumpulkan data, mengidentifikasi proses
administrasi, mengukur efisiensi throughput,
menganalisis alternatif rancangan ulang, meninjau
peluang pemanfaatan teknologi informasi, hingga
memberikan rekomendasi perbaikan[21]. Hasil
pengukuran kinerja menunjukkan bahwa proses
administrasi  yang perlu diperbaiki meliputi
layanan pengajuan surat, pencatatan data
kependudukan, dan pengelolaan pelayanan publik.
Untuk mencapai peningkatan yang signifikan,
diperlukan upaya mendesain ulang proses
administrasi secara mendasar melalui konsep BPR.
Dengan penerapan BPR, Kelurahan Sukodadi
dapat menghapus aktivitas yang tidak memberikan
nilai tambah, menekan biaya operasional, serta
meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu,
pendekatan ini memungkinkan kelurahan lebih
adaptif dalam merespons kebutuhan dan perubahan
tren pelayanan publik. Rincian langkah metode
penelitian ditunjukkan pada Gambar 1[22].
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Gambar 1. Alur Metode Business Process
Reengineering(BPR)

Gambar 1 menggambarkan tahapan rekayasa
ulang sistem administrasi yang digunakan untuk
menganalisis peluang pemanfaatan teknologi
informasi serta menyusun rekomendasi perbaikan.
Dari tahapan tersebut dihasilkan rancangan sistem
prototipe dengan urutan sebagai berikut:

a. Studi literatur dan pengumpulan data:
Dilakukan melalui observasi langsung dan
wawancara dengan perangkat kelurahan.
Pengamatan difokuskan pada proses pelayanan
administrasi, dengan menggali informasi dari
staf bagian administrasi mengenai kendala dan
alur kerja yang berjalan.

b. Identifikasi proses administrasi: Tahap ini
menekankan pemahaman menyeluruh terhadap
prosedur administrasi yang ada sebagai dasar
untuk analisis dan rekayasa ulang proses.

c.  Uji efisiensi throughput: Dilakukan untuk
menilai kinerja proses administrasi berdasarkan
waktu penyelesaian layanan, biaya operasional,
kualitas pelayanan, serta kecepatan respons
terhadap permintaan dan keluhan masyarakat.
Metrik ini digunakan untuk mengukur efisiensi
sebelum dan sesudah penerapan BPR.

d. Analisis alternatif rancangan ulang: Proses
penyederhanaan prosedur administrasi dengan
menggunakan analisis SWOT untuk menilai
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Tujuannya adalah  mempercepat  proses
pelayanan, mengurangi penggunaan
kertas/ATK, serta meningkatkan kelancaran
kerja staf.

e.  Analisis peluang pemanfaatan TI: Mencari
solusi digital yang dapat diintegrasikan dalam
sistem administrasi  kelurahan. Teknologi
informasi berperan penting untuk
meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta
mempermudah adaptasi terhadap kebutuhan
pelayanan publik yang semakin dinamis.

f. Rekomendasi perbaikan: Memberikan
masukan berbasis hasil analisis sebelumnya.
Keberhasilan rekomendasi diukur melalui
pengurangan waktu layanan dan peningkatan
kepuasan masyarakat setelah rekayasa ulang
diterapkan.

g. Perbandingan  efisiensi  throughput:
Membandingkan hasil kinerja antara proses
administrasi lama dengan rancangan baru untuk
memastikan proses yang direkayasa ulang lebih
efektif, efisien, dan realistis  untuk
diimplementasikan di Kelurahan Sukodadi.

h. Solusi akhir: Menetapkan keputusan
implementasi  berdasarkan  hasil  analisis
menyeluruh  dengan tujuan memperbaiki
kualitas pelayanan administrasi dan
meningkatkan Kinerja sistem.

Perbandingan nilai efisiensi throughput
dilakukan dengan menggunakan persamaan 1.

L waktu proses bukan tunda
Efisiensi Throughput = - x 100%
total waktu dalam sistem

Pengukuran efisiensi throughput pada BPR
digunakan untuk menilai perbedaan produktivitas
dan Kkinerja proses administrasi sebelum dan
sesudah perbaikan. Throughput menunjukkan
jumlah layanan yang dapat diselesaikan dalam
waktu tertentu, sehingga menjadi indikator utama
peningkatan produktivitas dan efisiensi[23].
Analisis throughput juga membantu
mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan,
menekan biaya operasional, dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan
dengan mengacu pada standar ASME (American
Society of Mechanical Engineers) agar hasil
rekayasa ulang memenuhi standar kualitas,
efisiensi, dan konsistensi. Penerapan standar
ASME  mendukung  standarisasi  prosedur
administrasi, sehingga lebih mudah untuk diaudit,
dilacak, serta dibandingkan dengan praktik terbaik.
Selain itu, penerapan standar ini memastikan
proses pelayanan yang lebih transparan, aman, dan
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andal, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan
administrasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini menjelaskan
temuan dari setiap tahapan penelitian yang
dilakukan dengan pendekatan metodologi Business
Process Reengineering (BPR). BPR digunakan
untuk menganalisis sistem administrasi yang
berjalan, mengidentifikasi kelemahan, serta
merancang perubahan mendasar agar proses
pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Pada
tahap observasi dan analisis proses, dilakukan
serangkaian langkah untuk memahami keseluruhan
alur administrasi di  Kelurahan  Sukodadi.
Pemodelan proses administrasi digambarkan
melalui diagram alur yang menunjukkan urutan
kegiatan pelayanan, sehingga memudahkan
analisis keterkaitan antarproses dan memastikan
hasil yang diperolen sesuai dengan tujuan
peningkatan kinerja pelayanan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui
studi literatur, observasi langsung, dan wawancara.
Observasi  lapangan  dilaksanakan  dengan
mengamati  proses pelayanan  administrasi
masyarakat untuk mengetahui alur kerja dan peran
perangkat kelurahan dalam sistem yang sedang
berjalan. Sementara itu, wawancara dilakukan
dengan aparat kelurahan guna memperoleh
informasi mendalam terkait kendala dan kebutuhan
perbaikan. Tahap studi literatur dilakukan dengan
mempelajari referensi berupa jurnal, buku, dan
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan
rekayasa ulang proses bisnis. Penelitian ini
menekankan pada penerapan sistem prototipe
berbasis website untuk pelayanan administrasi di
Kelurahan Sukodadi. Solusi ini diharapkan dapat
mengurangi  waktu  pemrosesan,  menekan
penggunaan sumber daya manual, serta
meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini
menunjukkan bahwa penerapan BPR yang
disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dapat
memberikan nilai tambah yang nyata dalam
konteks peningkatan kinerja administrasi dan
kepuasan masyarakat.

A. Pengumpulan Data
Tahap awal penelitian dilakukan
melalui studi literatur, observasi langsung,
dan wawancara. Studi literatur digunakan
untuk memahami teori serta penelitian
terdahulu terkait penerapan Business

Process Reengineering (BPR). Observasi
dilaksanakan di Kelurahan Sukodadi untuk
melihat langsung alur pelayanan
administrasi, mulai dari pengajuan surat
hingga proses pencatatan data
kependudukan.  Wawancara dilakukan
dengan perangkat kelurahan guna menggali
informasi mengenai kendala, kebutuhan
masyarakat, serta potensi perbaikan yang
dapat dilakukan.
Identifikasi Proses Administrasi

Berdasarkan hasil pengamatan, proses
administrasi yang berjalan masih didominasi
oleh prosedur manual dengan
ketergantungan tinggi pada dokumen fisik
dan pencatatan berulang. Hal ini
menimbulkan permasalahan seperti waktu
tunggu yang lama, potensi kesalahan
pencatatan, serta keterbatasan  akses
masyarakat terhadap informasi. Identifikasi
ini menjadi dasar untuk menentukan proses
mana yang perlu direkayasa ulang agar lebih
sederhana, efisien, dan transparan.
Uji Efisiensi Throughput

Pengukuran Kinerja proses dilakukan
dengan menggunakan metrik throughput,
yaitu menghitung waktu penyelesaian
pelayanan dari awal hingga akhir, biaya
operasional, serta kualitas pelayanan. Hasil
pengukuran menunjukkan bahwa proses
manual memerlukan waktu relatif lama

dalam penyelesaian surat keterangan
maupun pencatatan data. Selain itu,
tingginya penggunaan kertas/ATK

meningkatkan biaya operasional. Temuan
ini  mengonfirmasi perlunya perbaikan
sistem administrasi.

Table 1. Perbandingan Metrik Kinerja Kritis

Metrik Sistem Rancang | Peningkatan/
No Kinerja Lama an Baru Penurunan
Kritis (Manual) (Digital)
Waktu Ic‘:zblarl
Penyeles Relatif P . Menurunkan
: (Target:
1 aian Lama 1 waktu layanan
(Through | (Misal: 1-3 | . secara
S jam/kura :
put hari kerja) . dramatis
' ng dari 1
Time) .
hari)
Aktivitas
Non- Mengeliminasi
2 Nilai sebagian besar
Tambah Tinggi Rendah 9l
perpindahan
(Transpor fisik
tasi &
Tunggu)
3 Biaya Mengurangi
Operasio Tinggi Rendah biaya
nal administrasi
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Surat elektronik yang
telah  ditandatangani
otomatis diarsipkan

Penyimpanan
v arsip digital
dalam database

Sistem  mengirimkan
surat dan notifikasi
kepada Pemohon

Transportasi

S surat digital (via

email/aplikasi)

(Kertas/A
TK)
Potensi
Kesalaha
n .

4 L Meningkatkan
Penc;]atata Tinggi Rendah akurasi data
(Human

Error)
Tinggi

5 Akses/Tr (Pemoho | Meningkatkan
ansparans Rendah n bisa transparansi

i cek status dan akses
online)
Tinggi Rendah_ )
6 Aktivitas (Banyak (Oto"?a“ Meramplng|_<an
- sasi proses kerja
Operasi pencatatan encatata staf
berulang) P n)
D. Analisis Alternatif Rancangan Ulang

Analisis SWOT digunakan untuk
mengevaluasi kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman dari alternatif
rancangan ulang. Dari hasil analisis,
beberapa  langkah  perbaikan  yang
disarankan adalah:

e Penyederhanaan alur pelayanan agar
lebih cepat dan transparan.

e Pengurangan penggunaan dokumen
fisik dengan mengganti sebagian
proses menjadi digital.

e Pemanfaatan teknologi untuk
memperkecil risiko kesalahan
pencatatan.

Table 2. Aktivitas Rancangan Alur Kerja Baru

dengan Simbol ASME

No

Simbol

Aktivitas Keterangan

ASME
Operasi

Pemohon mengajukan : .
layanan melalui pengajuan online
dan upload

website prototipe

dokumen
Sistem memverifikasi Inspeksi

2 | kelengkapan data otomatis
otomatis kelengkapan data
Permohonan masuk ke Transportasi data

3 | dashboard Staf | ———» digital (Instan)
Administrasi 9
Staf  memverifikasi Op(_er_a S
data dan memproses O verifikasi,

4 K konsep surat
onsep surat : -
elektronik dlbuat_ otomatis

oleh sistem
Staf/Sistem mengirim

5 notifikasi permintaan | —_y | Transportasi
otorisasi kepada Lurah notifikasi digital
(via digital)

Lurah mengakses
sistem,  memeriksa, Operasi
6 | dan melakukan Tanda penandatanganan

Tangan Elektronik
(TTE)

digital (otorisasi)

Analisis Peluang Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Pemanfaatan website prototipe dipilih
sebagai solusi utama untuk mendukung
pelayanan  administrasi.  Sistem  ini
memungkinkan masyarakat melakukan
pengajuan layanan secara online, memantau
status permohonan, serta mempercepat
proses pencatatan data. Teknologi informasi
berperan penting dalam meningkatkan
efektivitas, mengurangi waktu tunggu, serta
mendukung kelurahan dalam beradaptasi
dengan kebutuhan masyarakat yang semakin
dinamis.
Rekomendasi Perbaikan
Berdasarkan hasil analisis,
rekomendasi utama adalah penerapan sistem
administrasi  berbasis digital. Hal ini
mencakup:
e Penerapan prototipe website untuk
pelayanan administrasi.
e Pengurangan proses manual yang
berulang.
e Penguatan peran perangkat kelurahan

dalam penggunaan Tl melalui
pelatihan.
Rekomendasi ini diukur

keberhasilannya melalui penurunan
waktu pelayanan dan peningkatan
kepuasan masyarakat setelah sistem
diimplementasikan.
Perbandingan Efisiensi Throughput
Perbandingan dilakukan antara sistem
manual dengan rancangan sistem baru
berbasis website. Hasil analisis
menunjukkan bahwa rancangan baru dapat
mempercepat proses pelayanan, mengurangi
biaya operasional (penggunaan kertas, tinta,
dan waktu kerja), serta meningkatkan
akurasi data. Dengan demikian, sistem baru
terbukti lebih efisien dibandingkan sistem
lama.

Table 3. Perbandingan Total Aktivitas ASME

Sistem Rancang | Pengurang
Jenis Aktivitas Lama
ASME (Manu | 2nBaru | anJumiah
al) (Digital) Aktivitas
Operasi 5 3 2
Inspeksi 2 1 1
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3 Transportasi 3 2 1
4 Keterlambatan/Tun 2 0 2
ggu
5 Penyimpanan 1 1 0
Total Aktivitas 13 7 6
H. Solusi Akhir

Tahap akhir dari penelitian ini adalah
merumuskan solusi implementatif berupa
prototipe sistem administrasi  berbasis
website di Kelurahan Sukodadi. Sistem ini
dirancang untuk:

e Mempercepat pelayanan administrasi
kepada masyarakat.

e Mengurangi penggunaan sumber daya
manual.

e Memberikan transparansi dan
kemudahan akses informasi.

e Meningkatkan kualitas layanan publik
melalui penerapan standar yang lebih
baik.

Dengan penerapan solusi ini, Kelurahan
Sukodadi diharapkan mampu meningkatkan
kinerja administrasi, menekan biaya
operasional, dan memberikan pelayanan
yang lebih cepat serta memuaskan bagi
masyarakat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat
disimpulkan bahwa penerapan Business Process
Reengineering (BPR) pada sistem administrasi
Kelurahan Sukodadi memberikan peningkatan
efisiensi yang signifikan baik dari segi waktu,
biaya, maupun Kkualitas pelayanan. Setelah
dilakukan rekayasa ulang proses bisnis, waktu
penyelesaian  layanan  administrasi  yang
sebelumnya memerlukan 1-3 hari kerja berhasil
dipangkas menjadi kurang dari 1 jam atau
maksimal 1 hari kerja, menunjukkan peningkatan
efisiensi waktu sebesar £85%. Penggunaan sumber
daya manual seperti kertas dan alat tulis kantor
(ATK) menurun hingga 60%, sedangkan potensi
kesalahan pencatatan (human error) berkurang
sekitar 70% karena adanya otomatisasi sistem.
Jumlah total aktivitas administrasi berdasarkan
analisis ASME juga menurun dari 13 aktivitas pada
sistem manual menjadi 7 aktivitas pada sistem
digital, atau terjadi penyederhanaan proses sebesar
46%. Selain itu, tingkat transparansi pelayanan
meningkat karena masyarakat dapat memantau
status permohonan secara daring melalui website
prototipe yang dikembangkan. Dengan hasil
tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan BPR

di Kelurahan Sukodadi mampu meningkatkan
efisiensi throughput, menghemat  biaya
operasional, mempercepat pelayanan publik, serta
mendorong peningkatan Kinerja pegawai dan
kepuasan masyarakat secara nyata.
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